
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 59 TAHUN 1999 SERI : D NO : 52

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG

SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA . DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pen­
dapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa 
Tengah;
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
1975 tentang Pengurusan, Pertanggung 
jawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 
Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman 
Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1996;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata 
Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan 
Sistim Digit dalam pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan 
Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan 
Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
1998 tentang Penetapan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 1998/1999 (Lembaran Daerah 
Tahun 1998 Nomor 15 Seri D Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
1998 tentang Penetapan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran 
Daerah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D 
Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1999 tentang Penetapan Perubahan Kedua 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 1*998/1999 (Lembaran 
Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri D 
Nomor 18);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 
TENTANG SISA PERHITUNGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 1998/1999;
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Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/ 

1999 terdiri dari atas:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan...................... Rp. 636.869.028.023,97

b. BELANJA:

1. Rutin...................... Rp. 411.171.600.980,92
2 Pembain’iunin...........Rp. 176.548J.574.655,00

Rp. 587.720.175.635,92

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja -

Daerah berlebih................................................... Rp. 49.148,8512388,05

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/ 

1999 terdiri dan ata:

a. Pendapatan.................. .......

b. Belanja................................

Sisa Urusan Kas dan PerhttnnpH)

Rp 47.824.110.777,00
Rp. 47.824.110.777,00

Rpi 0,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj a 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, 
menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan 
antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
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(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adaiai:

a. Lampiran Peraturan Daerah menurut C-I sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;

b. Perhitungan Anggaran Pendapatan menurut C/I 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 
Daerah ini;

c. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan menurut
Lampiran C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
V Peraturan Daerah ini; ,

d. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin menurut C/I/R 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan 
Daerah ini;

e. Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Rutin 
menurut Lampiran C/I/R sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

f. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan menurut 
C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 
Peraturan Daerah ini;

g. Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Pem­
bangunan menurut Lampiran C/I/P sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan 
Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah :

a. Pendapatan Urusan Ka$: dan Perhitungan menurut C/ 
IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X 

' Peraturan Daerah ini;
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b. Belanja Urusan Kas dam Perhitungan menurut C/IB/ 
UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI 
Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang 
Pada tanggal 17 Juli 1999 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA,
ttd

HaUPPANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

hmarehyanto
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Telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan 
Keputusannya tanggal 25 Nopember 1999 Nomor 903.33-1246 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 59 Tanggal : 27 Desember 1 <999

Seri : D Nomor : 52

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

Drs. HENDRAWAN
Pembina Utama Madya

NIP 500 032 526
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 903.33-1246

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI 
JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG 

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI 

JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca : a. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/ 
012485 tanggai 3 Agustus 1999 perihal 
Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa 
Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1998/ 
1999;

b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Nomor lOTahun 1999 tanggal 17 Juli 1999 
tentang Penetapan Sisa Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 
1998/1999;

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pengkajian atas : 
Peraturan Daerah dari segi yuridis telah 
sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku;
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b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu disahkan 
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839):

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 
tentang Pengurusan Pertanggungjawaban 
dan Pengawasan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 
tentang Cara Penyusunan APBD, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan APBD 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Penyediaan dan 
Penyaluran Dana Gaji bagi Pegawai 
Daerah;

5. Peraturan :Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara 
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan APBD;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman : 
Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
Tahun 1994, Jo Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan APBD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Per­
bendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah;

9. Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 
A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.O3/ 
1999 tanggal 26 April 1999 tentang 
Pengelolaan dana Gaji Pegawai Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/ 
Pemeriksaan Perhitungan APBD;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
903-269 Tahun 1986 tentang Penyem­
purnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha 
Keuangan Daerah serta Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan 
Sistim Digit dalam pelaksanaan APBD 
serta Petunjuk Teknis Tata Usaha 
Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
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14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan 
Susunan Perhitungan Anggaran Pen­
dapatan dan Belanja Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
53 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah dan Peraturan Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 1998/1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengeahkani Peratursni Daerh Propmsi Jawa 

Tengah Nomor lOTahun 1999 tanggal 17 Juli 
1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/ 
1999, sebagai berikut:

a. Perhitungan Pendapamu............................... Rp. 636.869.028.023,97
b. Perhitungan Belanja:- Rutin.....................Rp. 411.171.600.980,92- Pembangunan......Rp. 176£81714.61$(X)Jumlah Perhitungan Belanja........................ Rp. 587.720.175.635,92• Sisa lebih Perhitungan ABPD.................... Rp. 49.148.852388,05
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dengan tiKimi:
-SisaKas Rp. 47.695.610.810,05- Sisa UUDP Realisasi Belanja Rutin Rp. 1.101.787.427,00- Sisa UUDP Realisasi Belanja Pembangunan Rp. 351 .‘4>4.151,00Jumlah.......................................................................... Rp. 49.148.852.388,05

KEDUA Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 1998/1999 masih terdapat temuan- 
temuan yang perlu mendapat perhatian, 
sebagai benkut:

1. Realisasi seluruh Pendapatan Propinsi 
Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 
berjumlah Rp. 636.869.028.023,97 
(107,60%) dari target penerimaan sejumlah 
Rp. 591.874.873.000,00. Selanjutnya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya 
mencapai Rp. 238.874.998.368,80 (101, 
37%) dari target yang ditetapkan sejumlah 
Rp. 235.658.119.000,00 Namun masih 
terdapat realisasi Pendapatan Asli Daerah 
yang belum sepenuhnya mencapai target 
yang direncanakan, yaitu antara lain 
penerimaan pada ayat:

a. 1.2.1.002 : Bea Balik Nama Ken­
daraan Bermotor, di­
anggarkan sebesar ......
Rp. 66.556.139.000,00 
realisasinya ...................
Rp. 63.842.362.755,00 
(95,92%)
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b. 1.2.2.008 : Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor, 
dianggarkan sejumlah
Rp. 3.110.775.000,00 
realisasinya sejumlah......
Rp. 2.853.916.100,00 
(91,74%)

Untuk tahun anggaran yang akan datang 
realisasi PAD agar lebih ditingkatkan dan 
penetapan target penerimaannya disaran­
kan mempertimbangkan potensi riil 
masing-masing penerimaan Daerah, 
dengan lebih meningkatkan aspek 
pendataan, pemungutan, pencapaian 
jumlah maupun kecepatan penyetorannya 
ke Kas Daerah, sehingga realisasi PAD 
dimaksud seluruhnya dapat mencapai 
target yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1994 tentang Pelaksanaan APBD.

2. Sisa UUDP realisasi Belanja Rutin dan 
Pembangunan yang masih berada pada para
Bendaharawan sampai dengan 31 Maret
1999 sejumlah Rp. 1.453.241.578,00
terdiri dari:
a. Sisa UUDP Belanja Rutin Tahun 1998/ 

1999 Rp. 1.101.787.427,00
b. Sisa UUDP Belanja Pembangunan 

1998/1999 Rp. 350.489.651,00

182



c. Sisa UUDP Pembangunan Tahun 1997/ 
1998 Rp. 964.500,00

Sisa UUDP tersebut telah disetor ke Kas 
Daerah dalam bulan April 1999 sejumlah 
Rp. 1.452.277.078,00 dan yang belum 
disetor ke Kas Daerah sejumlah Rp. 
964.500,00 disarankan agar segera 
diselesaikan/disetor ke Kas Daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk menghindari sisa UUDP di setiap 
tahun anggaran pada Bendaharawan, perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikuu :

a. Para Bendaharawan yang mempunyai 
sisa UUDP sampai dengan 31 Maret 
tahun anggaran berkenaan, segera 
menyetor ke Kas Daerah, selambat- 
lambatnya tanggal 10 April tahun 
anggaran berikutnya;

b. Penerbitan SPMU Beban Sementara 
(BS) kepada para Bendaharawan, agar 
mempertimbangkan sisa UUDP yang 
masih berada pada Bendaharawan 
bersangkutan.

c. Sisa UUDP yang lebih 2 (dua) tahun 
anggaran dipertimbangkan untuk 
diproses melalui TIM Majelis TP-TGR 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk tertib Administrasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah, penyampaian SPJ 
kepada Kepala Daerah cq. Biro Keuangan 

183



supaya dilakukan dengan tepat waktu, 
tidak melampaui tanggal 10 bulan 
berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 
29 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1997.

3. Kasus-kasus kerugian Keuangan Daerah 
Propinsi Jawa Tengah sampai dengan 
bulan Juli 1999 sebanyak 4 kasus yang 
seluruhnya kasus TPI dengan nilai 
kerugian sejumlah Rp. 11.116.029,92 
dan telah direalisasikan sejumlah 
Rp. 4.225.044,20 sehingga sisa kerugian 
yang belum diselesaikan sejumlah 
Rp. 6.860.985,72. Terhadap kasus-kasus 
kerugian tersebut disarankan untuk 
penagihannya dan disetor ke Kas Daerah. 
Selanjutnya apabila upaya pengembalian 
tidak dimungkinkan, Majelis TP-TGR 
dapat mempertimbang-kan proses peng­
hapusannya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;

4. Biaya untuk pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 1998/ 
1999 yang dianggarkan pada pasal 
2.2.4.1091 sebesar Rp. 2.800.000.000,00 
realisasinya tidak dibukukan dalam 
Perhitungan APBD, karena realisasi biaya 
pemungutan PBB tidak masuk Kas 
Daerah dan yang dipotong langsung oleh 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
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Bangunan (KP-PBB), tidak disampaikan 
ke Biro Keuangan sehingga realisasinya 
nihil. Untuk tahun anggaran yang akan 
datang penerimaan biaya pemungutan PBB 
disarankan disetor ke Kas Daerah, dan 
yang dipotong langsung oleh KP-PBB 
disarankan untuk dibuat Daftar Pembukuan 
Administratif, sehingga seluruh biaya 
pemungutan tersebut menjadi angka 
realisasi yang harus dibukukan dalam 
Perhitungan APBD sesuai dengan maksud 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
51 Tahun 1985 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 serta 
Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE- 
10/PJ-13/1996 tanggal 31 Mei 1996;

5. Realisasi Pos 2.15.1.1151 : Pengeluaran 
tidak tersangka sejumia............................ r
Rp. 4.498.709.660,92 (24,80%) dari dana 
yang dianggarkan seeumllai........................
Rp. 18.605.516.000,00, termasuk didalam­
nya digunakan antara lain untuk :
- Biaya pengadaan naskah EBTANAS SD 

1998/1999 Rp. 1.345.150.360,00
- Bantuan biaya Orientasi Kader Ulama 

Rp. 41.000.000,00
- Bantuan untuk DPD I GUPPI Jawa

Tengah Rp. 30.000.000,00
- Bantuan pengadaan Mesin Penggiling 

Gabah Rp. 615.664.400,00
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seharusnya pengeluaran tersebut dapat 
dibebankan pada pos/pasal terkait yang 
sesuai dengan peruntukannya, sehingga 
pengeluaran tersebut diatas kurang tepat 
pembebanannya.

Untuk tahun anggaran yang akan datang 
pengeluaran yang membebani Pos 
Pengeluaran tidak tersangka, disarankan 
mempedomani ketentuan Pasal 21 ayat (3) 
dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 
5 Tahun 1975;

6. Daya serap Belanja Pembangunan Tahun 
Anggaran 1998/1999 setessa.................
Rp. 176.548.574.655,00 (99,72%) dari 
dana yang dianggarkan sejumilat............
Rp. 182.734.070.000,00 sehingga
terdapat sisa Anggaran sejiunllai...........
Rp. 6.185.495.345,00. Dari dana tersebut 
yang dilanjutkan pelaksanaannya dalam 
Tahun Anggaran 1*999/2000 sebtesa.....
Rp. 3.839.605.039,00 sebagai proyek 
lanjutan.
Dalam pelaksanaan APBD yang akan 
datang daya serap Anggaran Belanja 
Pembangunan agar lebih . ditingkatka, 
khususnya proyek-proyek yang terkait 
langsung dengan kepentingan masyarakat 
umum dengan memperhatikan skala 
prioritas dan dilaksanakan secara terpadu, 
efektif dan efisien;
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KETIGA : Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud 
diktum KEDUA Keputusan ini segera 
ditindaklanjuti dan digunakan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan APBD Propinsi 
Jawa Tengah pada tahun-tahun anggaran yang 
akan datang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh 
aparat pembina dan pengawas lainnya, tidak 
menutup kemungkinan untuk diselesaikan 
melalui ketentuan-ketentuan hukum yang 
berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut 
sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Nopember 1999

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SURJADI SOEDIRDJA
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TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Sdr. Menko EKKUIN di Jakarta;
5. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan di Jakarta;
7. Sdr. Sekjen, Irjen, Dirjen Bangda dan Dirjen PUOD

Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
8. Sdr. GubemurPropinsi Jawa Tengah di Semarang;

Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Jawa Tengah di Semarang.

188



LAMPIRAN : I

'O

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1MM1SW C-l/A

00

NO URAIAN
JUMLAH

NO URAIAN
JUMLAH

ANGGARAN 
<M>

REALISASI 
<Rtf

ANGGARAN 
(Ml

REAUSASt 
(IM

1 2 9 4 8 . 8 7
h bAgian «isA lAAw pERHTTUNaAN APiAnja rutin - ' 4M.lT8JOTl00NUHi ~ 411.^1^11^0^.4^.42

ANGGARAN TAHUN YANG LALU 31J33.323JIM.M 208.309.788.000.00 M1AM.170.827.00

Hk BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 2. Betanla Barang 81l172.483l000.00 54l370.1&^.IUn.<W
SENDIRI lUAWIIk.WW TMA7<Lh^.M*W 3. BMlania PemMbareaen 14 .HAWSOn.OO
a. Palak Daerah iW5&i».oW .o° 1 M.456.279.182.00 4. BiMa PariaHaian Dlnaa

1 --------------4 aADwaai

b. Retributi Daerah iroM.iy.ooo.oo 5. Mania LMN4Hn sfl.wlf.OiHLow.oo 92.N.390.27i.tt

c. Badan L*ba Uaahp Daerah i4M.9«iO«T 0.544.1«9.38O.oO 6. AnoauMn PHamanMAaho dan Ane 1 om 23f0000o 1 .ttaatoAiS
d. Lain-lain Pendapatan 1B.797.8&8.OOO.00 22.998,209.321 .W « OM:;;:Msuf^MBaHMa:aw 32 3So 4OA-OOO-O0 2tOM.M1i.7l0.So

« Pendauran am MiHarmaM latfaa LaM 3EctTUti.MLM SSEMLSM:»
m. pendapatan tang berasal dari 0. PeaMUaran Tktek TfNMnwka ta.sossmoK».oo 4.4W.7W8W42PeMbErian KmErInTAH Mh ATAU

INSTANSI YANG LEBIH TINGGI »M2to047.4!HO" N BHJNJA PEMBANGUNAN--------------------------- 18Jl7M.070l000.00 ----------- 178l5mTiM>.Ml
a. Bad Hai* PNak □o.sso.ko.MkL.M fiSScilOBI^'O.^ 1. Sektor Induetri --------------TiHWMWfar
b . Bad Hm* Bukan Palak «.aoo.ooo.ooo.o0 T765.W4.M»W 2. Sektor Pertanian dan Kehutanan ------------UffiBM.Mi®
e. SUhMI Daerah Otonom 207-1??-?71-000-00 242.720-350.100.00 1 Sektor Sumber Daya Nr dan MoaN ------------w.kkbbcWm 3r.aor.4i 3.i wwi
d. Bantuan Pembangunan «o.5ei.ooo.o60.°o 9O.33O.000.0oO.00 4. Sektor Tangga Kena --------------uw'.omo®'.» ---------------IW.tSJMto
a. Penerimaan Lainnya 0.00 0.00 ""srsa^

IV
*.6W.447l000,% 4.MB.82«.«4k;iOJ-

------------- 427WpiCMAAfl
8. PMtenen dari Par^utrtah Puaat ------------------------------- 5M~ 0J09- 7. sektor Pertambangan nan &w3 -------------SKilUiWOW --------- wTzm.woJoo
b. Plnlaman dari Lembaoe Keuangan JLW.. 0.00 2. Sektor reAMtab den iaeaaumitfTUoraM I.WMUO.owoo 1W2.W 1443,00-

9. sekor la^^belguna^l Uamh oa rdHKtsfl ZZKWO.BW.W zan■-♦sB.z1l5|6d
10. sekor uhBuMm HOr dw wa HBM 1.JM.85JW0.W" 1 •EH.HUH.H
ii sutrimiaM ututamamammukii

laMv iowi «E. PmiS dm marmm «JIMitkfriOdoW" 0.^4.085,007.00
12 Sektor KaoanduouiaH din Ktimige Srmw1 O.Oo ---------------..---------- 3ri~
13. Siter KeolkdML KiiajiriiaieM &M°ei Mhmm

«.SM.ffiL4M.tt U.4U!.5«.M4.«
U Sekor Perumahenden Permukimen i.eiMWMNUflr HiJjMJW'tt

15. Mtttor Awna n&iiMM.M ---------------tttlMHMM
16. Sektor Nrttu Pengetahuan dan TeknoMd ZX.0l(K>.WQlQ^ 229.K26&/S.M

17. Sektor Hukum 77OlOOOlOOOlO0
788.MB.«0.99

IA Sadtr feoarHw P^Mertori dan Pwwanaim 20 *3e 2m nonno 19.1 ial845.4^4.00
19. Mbr PMMl tafflMml Kmaftas 0m lele Man JSSWa.tWK 3l412.448.l9w.o9

20. Sektor Keamanan dln Ketertiban Umum 1W1.25O.0o0w 1M7.iS.tMW

21 SebaMI Peari^^^ keaeda Daerah Bambu 1BW1l3M.<9WO0 15.291.335.400l00
JUMLAH IOD IV 591.874.S73.000.00 eM.swoa.iO2s.k7 JUMLAHI DAN U SMS7U73..400J48 H7l7N.175.lM.42

v-. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN 40.553.277.000.00 47 .8^4.110.777l00 M BAGIAN URUSAN DAH PERHITUNGAN 4B.SW.277MM8 47^4.110.7^,40

JUMLAH TOTAL •WA29150.M0JM M4.403l138l900,97 JUMLAH TOTAL 832.4Ml159J09M0 <38J4WJ00.4H2.92



8 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR 
TANGGAL :

C.ll
PERHITUNGAN KAS 

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Sisa Km tanggal 31 Maret 1998 (Tahun Anggaran yang lalu) Rp. 24.145.194.451,05

Ditambah Penerimaan dari 1 April 1998 s/d 31 Maret 1999 Tahun Perhitungan

a. Mengenai tahun dinas perhitungan Rp. 609.127.247.979,00
Dikurangi pengembalian penerimaan Rp, 415.960.500,00

Rp. 608.711.287.479,00
b. Penyetoran kembali Sisa UUDP Tahun Anggaran yang lalu Rp. 1.940.633.727,00

Rp. 610.651.921 206,00
Rp. 634.737.115.657,05

Dikurangi Pengeluaran dari 1 April 1998 s/d 31 Maret 1999 Tahun Perhitungan 
Mengenai tahun dinas perhitungan (1998/1999)
Dikurangi pengembalian pengeluaran (Contra Pos)

Rp. 589.218.383.627,00

Keterangan
Sisa Kas pada tanggal 31 Maret 1999 (Dinas Perhitungan)

Sisa Kas berada pada :

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Rp. 47.69S.610.810.0S

Rp. 2.116.878.780,00
Rp. 587.101.504.847,00
Rp. 47.695.610.810,05



PENCOCOKAN ANTARA
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN SISA KAS

A. SISA PERHITUNGAN ANGGARAN: . Rp. 0,00

a, Sisa Perhitungan APBD tahun lalu sepanjang tidak dalam perhitungan Ini Rp.49.148.852.3iM005

b. S|sa Perhftungan APBD tahun 1998/1999 (Tahun Dinas Perhltur^an) Jumlah Rp. 49,t48.802.388,00

B. SISA KAS per 31 Maret 1999 Rp. 47.690.610.810,00

Ditambah karma:

1. Pembukuan-pembukuan karena penyetoran UUDP (Tahun Dinas Peri^fttu^e^n) antara

1 Aprt| 1999 s/d 31 Maret 2000 (bulan bedkutnya Tahun Dhas FtartiHuntjan) Rp. 1.403.241.078,00

2. Pembukuan-pembukuan Admlnlstratlp yang menambah Sisa Perhitungan

Tahun 1998/1999 (Tahun Dinas Perhltuinian) dan merupakan pembebanan tahun berikutnya Rp. 0,00

Rp. 1.403.241.078,00

Dikurangi dengan:
Pembukuan^embukuan Adm^strat^ yang mengurangi Sfca Perhftungan tahun 1998/1999

(Tahun Dinas Perhitungan) dan merupakan penambahan tahun berikutnya Rp. 0,00
Rp. l .403-241.878,00

Jumlah Rp. 49.148■852■388<»


